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Indonesia sekarang banyak bermunculan kasus – kasus tentang aborsi paksa yang 

patut untuk dilihat dan ditangani dengan baik, kasus – kasus yang muncul 

menunjukkan adanya suatu regulasi hukum yang bisa menjerat para penyintas 

aborsi paksa dengan jerat pidana. Komnas Perempuan mencatat ada 147 kasus 

pemaksaan aborsi dari tahun 2016 – 2021 yang diadukan ke Komnas Perempuan. 

Angka tersebut hanyalah angka yang terkuak tidak dengan banyak kasus lain yang 

tidak dilaporkan. Aborsi paksa merupakan tindakan aborsi dengan paksaan dan 

terkadang menggunakan kekerasan. Paksaan ini dapat berasal dari tekanan dari 

pasangan, suami, orang tua, keluarga, dirinya pribadi, sekolah, agama, bahkan 

masyarakat secara umum. Pemaksaan aborsi merupakan salah satu bentuk 

kekerasan seksual yang berhasil diidentifikasikan oleh Komnas Perempuan 

berdasarkan temuan fakta kejadian dan definisi yang dikembangkan dari peraturan 

perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional. 

Ada berbagai macam – macam undang – undang yang mengatur tentang aborsi. 

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal 

yang berkenaan dengan aborsi yakni Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348. Dalam pasal 

346 KUHP secara terang - terangan  mengatur bahwa seorang perempuan yang 

dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh 

orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana  (KUHP Baru) juga mengatur tentang larangan aborsi yaitu 

dari pasal 463 hingga pasal 465. Dalam pasal tersebut juga menegaskan larangan 

aborsi dan pemidanaan bagi yang melakukan aborsi, dan memuat juga pengecualian 

yaitu untuk korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang menyebabkan adanya 

kedaruratan medis maka aborsi diperbolehkan. Ketiga, dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. UU Kesehatan 

dalam pasal 60 kembali menegaskan larangan aborsi, namun terdapat pengecualian 

yang mana aborsi dibolehkan kepada korban pemerkosaan yang mana kehamilan 

tersebut membuat trauma psikologi bagi korban pemerkosaan dan adanya 

kedaruratan medis yang terdeteksi secara dini pada kehamilan seorang perempuan 

yang dapat membahayakan janin dan Ibu yang mengandung maka aborsi dapat 

dilegalkan. Peraturan – peraturan tersebut dapat dikenakan terhadap siapapun 

perempuan yang melakukan aborsi tetapi tidak memenuhi pengecualian yang ada 

pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Misalnya kasus 

yang terjadi adalah kasus putusan PN Muarabulian,   Batanghari, Jambi Nomor 
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5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Terpidana WA yaitu seorang anak  yang  berusia 15 

tahun yang didakwa melakukan kejahatan/tindak pidana aborsi terhadap anak, di 

mana hal ini diatur dalam Pasal 77 A j.o Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Dalam 

hal ini,  WA dipidana  6 (enam)  bulan penjara  mengingat  melakukan  aborsi dan 

WA hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berusia 18 tahun. Seperti dijelaskan 

di bagian awal, di mana di Indonesia, aborsi pada dasarnya diatur berdasarkan 

regulasi atas UU Kesehatan dan juga diatur dalam PP 61/2014. Di mana UU ini 

mengatur secara tegas bahwa aborsi dilarang   (Pasal   60  ayat   1),   dan   dapat   

diperkecualikan   berdasarkan   hal berikut   yaitu   kedaruratan   medis   (termasuk   

dalam   hal   ini   mengancam nyawa seorang ibu) dan kehamilan sebagai dampak 

dari perkosaan inses sehingga menimbulkan traumatic atau beban psikis bagi 

korban. Dalam kasus ini korban dipaksan diminimunkan ramuan jamu yang dapat 

menggugurkan kandungannya. Selain kasus di atas ditemui juga kasus di 

Kalimantan Barat di mana Pembina Yayasan memperkosa anak yayasannya dan 

mengakibatkan kehamilan. Dan juga menyuruh korban untuk melakukan aborsi. 

Korban dalam keadaan bingung dan terdesak pun mau mengikuti kehendak pelaku 

untuk melakukan aborsi pada sebuah salon di Jakarta. Oleh karena itu, aturan yang 

jelas tentang pemaksaan aborsi sangatlah krusial. Sebagai salah satu bentuk 

kekerasan seksual, aturan ini diharapkan dicantumkan dalam UU TPKS. Dengan 

begitu, penanganan kasus kekerasan seksual serta pemenuhan hak bagi korban 

kekerasan seksual, termasuk pelaku aborsi karena paksaan, dapat lebih 

komprehensif. Namun sayangnya aborsi paksa tidak dimasukkan dalam jenis 

kekerasan seksual dalam UU TPKS, sehingga masih adanya kerentanan yang sangat 

dapat terjadi bagi pelaku aborsi karena paksaan untuk dipidana. Berdasarkan kasus 

di atas maka ada sebuah pertanyaan muncul apakah seorang perempuan yang 

melakukan aborsi karena paksaan pihak luar bisa dianggap seorang korban tindak 

pidana, atau malahan mereka tetap dianggap sebagai seorang pelaku tindak pidana 

karena telah menggugurkan kandungannya tanpa termasuk sebagai hal – hal yang 

dikecualikan dalam undang – undang. Hal ini harus diteliti dengan melihat dari 

sudut pandang viktimologi. Batasan korban yang diatur dalam Undang-Undang No. 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dan Pasal 1 angka 

(3) Undang- Undang No. 31 Tahun 2014, “Korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana”. Namun jika seorang perempuan mengalami paksaan 

secara mental yang membuat dirinya tidak ada pilihan selain mengikuti kehendak 

orang sekitar untuk melakukan aborsi, yang membuat seorang perempuan 

mengalami keadaan di mana dia tidak bisa membuat keputusan yang benar, dan 

bergantung akan orang – orang disekitarnya, maka perlu diperhatikan bahwa 

perempuan teresebut juga sebagai korban tindak pidana. Seseorang yang 

mengalami penderitaan mental pun patut dianggap sebagai korban, sehingga sudah 

seharusnya mereka terhindar dari ancaman pemidanaan pada Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap perempuan yang 

melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” 
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Terbuktinya seorang perempuan yang melakukan aborsi karena adanya unsur 

paksaan dari pihak luar sebagai seorang korban tindak pidana, selanjutnya 

diperlukanlah sebuah perlindungan hukum terhadap mereka, agar tidak terjerat 

ancaman pemidanaan, dikarenakan undang – undang yang berlaku sekarang masih 

memuat celah bagi perempuan korban aborsi paksa dipidana. Perlindungan hukum 

yang sulit dihadapi penyintas aborsi paksa adalah mereka yang melakukan aborsi 

karena adanya perkosaan atau kekerasan seksual. Mereka cenderung kesulitan 

dalam membuktikan adanya kekerasan seksual atau pun perkosaan dalam relasi 

hubungan pacaran maupun rumah tangga. Ditambah dengan pasal pemidanaan bagi 

perempuan yang melakukan aborsi pada pasal 463 ayat (1) KUHP Baru yang bisa 

membuat penyintas aborsi paksa dipidana atau turut dipidana. Walaupun terdapat 

pengecualian dalam pasal 463 ayat (2) terhadap mereka yang merupakan korban 

perkosaan dan kekerasan seksual atau pada kehamilan yang memiliki kedaruratan 

medis. Namun, kembali lagi tadi perempuan seringnya akan kesulitan dalam 

membuktikan hal tersebut, aparat penegak hukum hanya menilai aborsi yang 

dilakukan seorang perempuan tersebut yang dirasa patut untuk dipidana. Selain itu, 

maksud kedaruratan medis dalam pasal 463 ayat (2) pun hanya merujuk kepada 

kesehatan fisik seorang perempuan tidak adanya pertimbangan kesehatan mental 

bagi perempuan yang melakukan aborsi. Mungkin jika ada pertimbangan tentang 

kesehatan mental seorang perempuan yang melakukan aborsi bisa mengurangi 

risiko pemidanaan bagi pelaku aborsi karena paksaan. Adanya perlindungan hukum 

bagi pelaku aborsi karena paksaan sangatlah dibutuhkan karena demi melindungi 

hak korban sebagai korban tindak pidana juga supaya tidak terjadinya korban yang 

terpidana akibat masih kurangnya hukum untuk melindungi seorang korban. Oleh 

karena, aturan khusus mengenai pemaksaan aborsi menjadi penting dan dibutuhkan. 
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ABSTRAK 

 

Fayza Noor Anisa. Februari 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PELAKU ABORSI KARENA PAKSAAN. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. 

Pembimbing : Prof. Dr. Diana Haiti, SH.,M.H. 

Aborsi paksa merupakan tindakan aborsi dengan paksaan dan terkadang 

menggunakan kekerasan. Paksaan ini dapat berasal dari tekanan dari pasangan, 

suami, orang tua, keluarga, dirinya pribadi, sekolah, agama, bahkan masyarakat 

secara umum. Pemaksaan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual 

yang berhasil diidentifikasikan oleh Komnas Perempuan berdasarkan temuan fakta 

kejadian dan definisi yang dikembangkan dari peraturan perundang-undangan atau 

dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional. Komnas Perempuan mencatat 

ada 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 – 2021 yang diadukan ke Komnas 

Perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

menggunakan sifat penelitian preskriftif, dengan menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

aproach) yang dianalisa sedemikan rupa untuk menjawab permasalahan yang ada.  

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, seseorang 

yang melakukan aborsi secara paksaan  pihak luar baik paksaan fisik maupun 

mental patut dianggap sebagai korban tindak pidana yang seharusnya terhindar dari 

pemidanaan dan mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, Urgensi perlindungan 

hukum terhadap korban aborsi paksa ini masih bias terpidananya pelaku aborsi 

karena paksaan pihak luar sehingga pentinglah harus ada aturan mengatur tentang 

perlindungan hukum terhadap korban aborsi paksa guna memberikan perlindungan 

secara komperhensif terhadap korban untuk mencegah kerugian yang didapatkan 

korban, oleh karena belum adanya undang – undang yang  memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban aborsi paksa sehingga mereka bisa menjadi 

terpidana karena tidak mendapatkan pengecualian dalam undang – undang. 

 

Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban, pelaku, aborsi paksa. 
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